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Abstract Sejarah Artikel

This study aims to analyze the role of social capital in influencing Diterima: 7-11-2025
women’s access and opportunities to attain Senior Executive Positions Ditinjau: 21-12-2025
(Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JPT Pratama) within the context of ~Disetujui: 20-1-2026
regional bureaucracy in Indonesia, focusing on the Kendari City
Government. Using a qualitative approach and case study design, data

were collected through in-depth interviews with six civil servants (four Keywords: social capital;

women and two men), as well as through document analysis of local policy "/0™eén’s — leadership;

. o , ~ structural positions;
and personnel data. The findings indicate that women’s success in ublic bureaucracy-
achieving senior leadership positions is not solely determined by pKendari Y

competence and formal regulations, but also by the strength of social
capital particularly through personal connections (linking capital) with
bureaucratic elites and involvement in informal networks (bridging
capital). Limited access to power networks constrains most female civil
servants in Kendari from obtaining strategic opportunities in high-
ranking position selections, even when they possess comparable
gualifications and performance. This study concludes that gender
inequality in Indonesia’s regional bureaucracy is more strongly shaped
by asymmetries in social capital rather than by formal discrimination,
suggesting the need for policy interventions that promote transparent
selection mechanisms and inclusive leadership develepment for women
within local governments.
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PENDAHULUAN
Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan publik masih menjadi isu sentral dalam

kajian administrasi publik, khususnya di negara berkembang yang menghadapi hambatan
struktural dan budaya. Meskipun sejak 2017 jumlah pegawai negari sipil (PNS) perempuan di
Indonesia telah melampaui laki-laki, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan
keterwakilan mereka dalam posisi kepemimpinan (Badan Pusat Statistik,2024). Pada tahun
2023, dari 17.021 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di Indonesia, hanya
2.398 orang atau sekitar 14% yang memerupakan perempuan (Badan Pusat statistik, 2023).
Ketimpangan serupa juga terlihat di tingkat daerah, seperti di Kota Kendari, di mana jumlah
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pejabat perempuan pada JPT Pratama menurun dari 15 orang pada tahun 2019 menjadi 12 orang
pada tahun 2023, sementara jumlah pejabat laki-laki justru meningkat (Badan Pusat Statistik
Kota Kendari, 2024). Fenomen ini terjadi di tengah komitmen nasional dan global terhadap
kesetaraan gender melalui SDG 5 dan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG),

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa keterwakilan perempuan
dalam jabatan struktural justru menurun meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah
diterapkan?

Sejumlah penelitian terdahulu berupaya menjelaskan fenomena ini melalui teori “glass
ceiling”, yang menyoroti adanya hambatan struktural dan budaya yang tidak tampak secara
kasat mata namun membatasi kemajuan karier perempuan di organisasi publik (Choi & Park,
2014; Krissetyanti, 2018; McLaren, Helen et al., 2020; Sharma & Kaur, 2019; Watanabe &
Kwarteng, 2024). Meskipun pendekatan ini memberikan pemahaman yang berharga, fokusnya
masih terbatas pada faktor kelembagaan dan bias gender formal, serta kurang memperhatikan
dimensi relasional dan modal sosial yang sering kali menjadi penentu penting dalam proses
promosi jabatan (Dahal & Adhikari, 2008; Franklin et al., 2005). Dalam birokrasi Indonesia,
yang bercorak patrimonial, hierarkis, dan berbasis relasi personal, peluang untuk mencapai
jabatan tinggi kerap kali tidak hanya bergantung pada kompetensi, tetapi juga pada kemampuan
individu dalam membangun, memelihara, dan memanfaatkan jaringan sosial strategis.

Bourdieu, (1986); James S. Coleman, (1988), menjelaskan modal sosial merupakan
sumber daya aktual maupun potensial yang muncul dari relasi sosial yang bersifat timbal balik
dan dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep tersebut telah dikembangkan
lebih lanjut oleh Claridge, (2018) melalui tiga dimensi utama bonding, bridging, dan linking
yang relevan dalam konteks organisasi dan jaringan kekuasaan. Namun, karena jaringan
kekuasaan dalam birokrasi masih didominasi oleh laki-laki, perempuan sering kali mengalami
asimetri modal sosial, yaitu keterbatasan dalam mengakses jaringan strategis yang dapat
mempercepat kemajuan karier mereka.

Sayangnya, peran modal sosial dalam menjelaskan dinamika karier perempuan di
birokrasi publik Indonesia masih jarang diteliti secara mendalam. Mayoritas studi cenderung
berfokus pada kompetensi individual, kebijakan organisasi, atau norma budaya (McLaren et al.,
2023), tetapi belum menggali bagaimana mekanisme sosial dan relasional memengaruhi akses
perempuan terhadap posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian
(research gap) yang signifikan dalam memahami bagaimana modal sosial beroperasi sebagai
kekuatan yang dapat menjadi baik pendorong (enabler) maupun penghambat (constraint) bagi
mobilitas karier perempuan dalam birokrasi daerah.

Bertolak dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal
sosial dalam memengaruhi peluang perempuan untuk mencapai Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Secara khusus, penelitian ini
berupaya memahami bagaimana dimensi bonding, bridging, dan linking social capital bekerja
dalam memengaruhi mobilitas karier perempuan di tengah budaya birokrasi yang masih kental
dengan nilai-nilai hierarkis, relasional, dan patriarkal.

Modal Sosial (Social Capital)
Konsep modal sosial (social capital) pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu, (1986)
sebagai sumber daya aktual dan potensial yang muncul dari kepemilikan jaringan relasi sosial
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yang langgeng dan saling menguntungkan. Modal sosial berfungsi sebagai instrumen bagi
individu untuk memperoleh keuntungan simbolik maupun material melalui hubungan yang
diakui secara institusional.

Selanjutnya, James S. Coleman, (1988) memperluas gagasan tersebut dengan
menekankan fungsi modal sosial sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kepercayaan,
memfasilitasi tindakan kolektif, dan menumbuhkan norma kerja sama dalam suatu sistem
sosial.

Kedua pandangan klasik ini menjadi dasar bagi pengembangan Claridge, (2018) yang
menyusun kerangka operasional melalui tiga dimensi utama: Bonding social capital yakni
hubungan erat antar individu dalam kelompok homogen yang memperkuat solidaritas internal.
Bridging social capital yakni jaringan lintas kelompok yang membuka akses terhadap informasi
dan peluang baru. Linking social capital yakni hubungan vertikal dengan aktor atau institusi
berotoritas yang dapat memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan promosi jabatan.

Dalam penelitian ini, kerangka Claridge, (2018) digunakan sebagai dasar analisis karena
memberikan pendekatan yang lebih aplikatif dalam memahami hubungan sosial, kekuasaan,
dan mobilitas karier di lingkungan birokrasi publik. Dengan mengintegrasikan konsep klasik
Bourdieu dan Coleman, teori ini menyoroti bagaimana struktur jaringan sosial dan akses
terhadap modal sosial (terutama linking capital) dapat memengaruhi peluang karier perempuan
dalam jabatan pimpinan tinggi.

Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, keberhasilan karier tidak hanya bergantung
pada kompetensi formal, tetapi juga pada kemampuan individu untuk membangun, memelihara,
dan memanfaatkan jejaring sosial strategis. Ketimpangan akses terhadap jejaring tersebut
menjelaskan mengapa banyak perempuan ASN berprestasi belum memperoleh peluang
promosi setara dengan rekan laki-laki mereka.

Dalam konteks studi gender dan birokrasi Indonesia, pendekatan modal sosial
memandang ketimpangan kepemimpinan perempuan sebagai hasil dari relasi kekuasaan dalam
jaringan birokrasi yang hierarkis, bukan semata akibat diskriminasi formal atau keterbatasan
kompetensi. Dengan menggunakan kerangka bonding, bridging dan linking social capital,
penelitian ini melengkapi kajian gender birokrasi Indonesia yang selama ini berfokus pada
regulasi dan budaya, dengan menegaskan bahwa ketimpangan akses terhadap jaringan
kekuasaan merupakan mekanisme kunci yang membatasi mobilitas karier perempuan di
pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
memahami secara mendalam bagaimana modal sosial berperan dalam memengaruhi mobilitas
karier perempuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap makna, pengalaman, dan
dinamika sosial yang membentuk peluang perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
Lokasi penelitian ditentukan secara purposive karena Pemerintah Kota Kendari menunjukkan
kesenjangan signifikan antara jumlah perempuan ASN dan keterwakilan mereka di posisi
struktural tinggi (BPS Kota Kendari, 2024). Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu
(Mei-Juni, 2025), dengan proses pengumpulan data utama dilakukan selama kurang lebih 1
bulan.
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Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan
langsung dalam proses promosi jabatan dan pengalaman birokrasi. Enam informan terlibat
dalam penelitian ini, terdiri atas empat perempuan dan dua laki-laki ASN eselon II, 111, IV yang
memahami mekanisme promosi jabatan. Komposisi gender informan dipilih secara sengaja
untuk menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus utama analisis, sekaligus
menghadirkan perspektif laki-laki sebagai pembanding dalam memahami praktik kelembagaan
dan relasi kekuasaan dalam proses promosi jabatan.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-
partisipatif, dan analisis dokumen resmi seperti data kepegawaian dan laporan BPS. Wawancara
dilakukan secara tatap muka dengan durasi antara 60-90 menit untuk setiap informan, sehingga
memungkinkan pendalaman pengalaman, relasi sosial, dan strategi karier yang relevan dengan
konteks penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis temati, melalui proses
pengkodean, kategorisasi, dan penemuan tema yang mencerminkan tiga dimensi modal social
bonding, bridging, dan linking social capital sesuai kerangka (Claridge, 2018) yang
dikembangkan dari konsep Bourdieu, (1986) dan James S. Coleman, (1988)

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, konfirmasi hasil kepada
informan (member checking), serta audit trail untuk menjamin konsistensi interpretasi.
Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika penelitian sosial, termasuk memperoleh persetujuan
sadar (informed consent), menjaga anonimitas informan, dan melindungi kerahasiaan data
pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Struktur Modal Sosial dan Dinamika Karier Perempuan ASN

Analisis lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan maupun keterhambatan
perempuan dalam mencapai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemerintah Kota
Kendari tidak hanya ditentukan oleh faktor kompetensi formal, tetapi juga oleh kualitas serta
struktur modal sosial (social capital) yang mereka miliki. Mengacu pada (Claridge, 2018),
modal sosial terdiri atas tiga dimensi utama bonding, bridging, dan linking social capital yang
secara kolektif membentuk jaringan relasional dan kepercayaan sosial (social trust) yang
menentukan akses terhadap sumber daya birokratik.

Dalam konteks ASN perempuan, ketiga bentuk modal sosial ini berperan sebagai
variabel antara (intervening variable) antara kapasitas individu dan akses terhadap posisi
strategis. Dengan kata lain, walaupun perempuan memiliki kompetensi dan pengalaman yang
memadai, tanpa jaringan sosial yang kuat, peluang promosi mereka tetap terbatas. Temuan ini
sejalan dengan pandangan Bourdieu, (1986) dan James S. Coleman, (1988) bahwa modal sosial
bukan sekadar hasil interaksi, melainkan instrumen kekuasaan yang melegitimasi akses
terhadap sumber daya politik dan simbolik.

2) Bonding Social Capital: Solidaritas Internal yang Bersifat Adaptif

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa perempuan ASN di Kota Kendari memiliki
bonding social capital yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari adanya solidaritas emosional,
dukungan moral, serta empati antarsesama perempuan, terutama dalam menghadapi tekanan
kerja dan tuntutan ganda antara peran publik dan domestik. Jaringan sosial yang terbentuk di
antara mereka berfungsi sebagai ruang aman emosional, tempat berbagi pengalaman dan saling
menguatkan.
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Salah satu informan menjelaskan:

“Kalau ada perempuan yang belum berhasil, menurut saya bukan karena perbedaan
perlakuan, tapi lebih kepada faktor ambisi. Laki-laki umumnya memang terlihat lebih ambisius,
sedangkan perempuan sering kali memiliki banyak pertimbangan. Misalnya, jika nanti saya
terpilih, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah?”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa solidaritas perempuan ASN lebih dibangun atas
dasar pemahaman terhadap situasi emosional dan peran domestik yang kompleks, bukan atas
orientasi kompetitif terhadap jabatan. Perempuan ASN cenderung memahami bahwa kendala
yang dihadapi rekan mereka bukanlah kelemahan individu, melainkan hasil dari tanggung
jawab ganda yang harus dijalankan. Dengan demikian, solidaritas mereka menjadi bentuk
adaptive coping mechanism cara bertahan psikologis terhadap tekanan struktural birokrasi.

Kecenderungan ini juga tampak pada pernyataan lain:

“Bagi saya, tidak masalah jika saya tetap berada di posisi staf. Orang-orang tahu bagaimana
saya bekerja, dan saya merasa itu sudah cukup.”

Kutipan tersebut mengilustrasikan bentuk kepuasan simbolik dan penerimaan diri yang
sering muncul di kalangan perempuan ASN. Pengakuan sosial dari lingkungan kerja menjadi
kompensasi emosional yang cukup, menggantikan keinginan untuk mobilitas jabatan. Dalam
konteks ini, bonding capital berfungsi menciptakan emotional safety perasaan aman secara
psikologis yang mengurangi tekanan kompetisi dalam struktur birokrasi.

Selain itu, beberapa informan juga menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam
jaringan sosial sering kali dibatasi oleh peran domestik dan kondisi pribadi:

“Banyak teman perempuan juga seperti itu. Mereka sebenarnya mau, tapi harus mengurus
anak-anak yang masih kecil, atau punya tanggung jawab rumah tangga lain. Bahkan ada yang
sudah di jabatan tinggi, tapi memutuskan untuk mundur demi keluarga. Ambisi itu ada, tapi
kondisi pribadi tidak memungkinkan.”

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa solidaritas di antara perempuan ASN berakar pada
pengalaman bersama menghadapi dilema peran. Dukungan yang mereka berikan satu sama lain
bukan untuk mendorong mobilitas vertikal, melainkan untuk menjaga keseimbangan emosional
dan menghindari stres akibat tekanan pekerjaan. Dengan kata lain, jaringan perempuan ini
bersifat inward-looking, yakni fokus pada penguatan internal dan keseimbangan diri, bukan
pada pencapaian posisi struktural yang lebih tinggi.

Temuan ini sejalan dengan temuan Van Vianen & Fischer, (2002) serta (Ganiyu &
Akintunde, 2018), yang menjelaskan bahwa jaringan sosial homogen berbasis gender sering
kali menghasilkan emotional comfort ketimbang strategic mobility. Solidaritas yang kuat justru
dapat menciptakan zona nyaman emosional yang mengurangi dorongan kompetitif. Dalam
konteks ASN Kendari, kondisi ini menjelaskan mengapa, meskipun dukungan interpersonal
tinggi, perempuan belum mampu mentransformasikan solidaritas sosial menjadi career-
enhancing capital.

Fenomena yang sama juga ditemukan oleh Sharma & Kaur, (2019) di India, di mana
solidaritas gender di lingkungan kerja berfungsi lebih sebagai ruang aman emosional
(emotional safe space) daripada sarana membangun aliansi strategis untuk peningkatan karier.
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Dengan demikian, bonding social capital pada perempuan ASN di Kendari dapat dipahami
sebagai bentuk solidaritas adaptif efektif untuk menjaga stabilitas emosional, tetapi belum
berkembang menjadi instrumen untuk memperkuat posisi struktural atau memperluas pengaruh
dalam birokrasi pemerintahan.
3) Bridging Social Capital: Akses Informasi dan Keterhubungan Lintas Struktur
Berbeda dengan bonding social capital yang kuat di antara sesama perempuan ASN,
dimensi bridging social capital yakni keterhubungan lintas-dinas, lintas-unit, dan lintas-gender
masih tergolong lemah. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan oleh kombinasi antara
faktor struktural dan sosial seperti keterbatasan waktu, norma gender, serta beban domestik

yang tinggi.

Salah satu informan menjelaskan:

“Pelatihan seperti Bimtek 3 merupakan syarat utama untuk dapat mengikuti seleksi JPT, dan
keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua pegawai eselon Il dapat memenuhinya.
Dalam seleksi terbuka, sebenarnya tidak ada masalah terkait gender. Kalau saat ini lebih
banyak laki-laki yang terpilih, itu bukan karena sistemnya bias, tapi karena mereka memang
menjawab lebih baik dalam proses seleksi.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya strategis seperti pelatihan
Bimtek 3 menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan ASN. Meskipun secara formal
peluangnya sama, keterbatasan anggaran menyebabkan hanya sebagian kecil pegawai yang bisa
mengikuti pelatihan, sehingga muncul kesenjangan akses terhadap peluang Kkarier.

Hal serupa ditegaskan oleh informan lain:

“Sejak dua tahun lalu sudah tidak boleh lagi membiayai pelatihan sendiri. Karena
keterbatasan anggaran, hanya 13 orang dari Kota Kendari yang bisa mengikuti pelatihan
tersebut, dan itu salah satu prasyarat untuk ke jenjang JPT Pratama.”

Kedua kutipan ini menggambarkan bahwa keterbatasan jaringan dan akses informasi
non-formal membuat perempuan ASN cenderung tertinggal dalam memperoleh kesempatan
promosi. Dalam birokrasi yang masih beroperasi melalui closed network, relasi sosial informal
sering kali menentukan siapa yang lebih dulu mengetahui informasi seleksi atau pelatihan.
Selain faktor struktural, terdapat pula aspek kultural yang berperan. Seorang informan
menyatakan:

“Tergantung pada dinas mana yang membuka seleksi. Misalnya, di dinas seperti Satpol PP
jarang perempuan yang mau ikut. Tapi kalau di BKAD atau Dinas Pemberdayaan Perempuan,
banyak yang ikut. Sejauh yang saya ikuti, proses seleksi tidak ada masalah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap bidang kerja turut
membentuk pola partisipasi perempuan. Dinas yang dianggap “maskulin” seperti ketertiban
umum atau keamanan lebih jarang diminati, sementara bidang seperti keuangan atau
pemberdayaan perempuan justru menjadi ruang di mana partisipasi perempuan lebih tinggi.

Temuan ini sejalan dengan studi Howe-Walsh & Turnbull, (2016) yang menemukan
bahwa keterbatasan perempuan dalam jaringan profesional menyebabkan mereka terlambat
mengakses peluang promosi, serta penelitian Hurley, Dene; Choudhary, (2016) yang
menegaskan bahwa eksklusi dari informal network berimplikasi pada stagnasi karier. Dalam
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konteks Kendari, kondisi serupa tampak pada keterbatasan perempuan dalam menjalin relasi
lintas-struktur, yang mengakibatkan akses terhadap informasi strategis dan dukungan karier
menjadi lebih sempit dibanding laki-laki.

Dengan demikian, bridging social capital di kalangan perempuan ASN Kota Kendari
masih belum berkembang secara optimal. Interaksi lintas-struktur yang terbatas, beban
domestik yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi jabatan
membuat perempuan ASN sulit membangun koneksi strategis. Akibatnya, mobilitas vertikal
masih sangat dipengaruhi oleh jaringan informal yang cenderung maskulin, bukan semata-mata
oleh meritokrasi formal.

4) Linking Social Capital: Hubungan Vertikal dan Akses Kekuasaan

Dimensi linking capital yaitu keterhubungan individu dengan aktor berotoritas dalam
struktur kekuasaan vertikal muncul sebagai faktor paling menentukan dalam dinamika karier
perempuan ASN di Kota Kendari. Berdasarkan wawancara, terlihat bahwa keberhasilan
promosi ke jabatan tinggi sering kali tidak hanya ditentukan oleh kompetensi formal, tetapi juga
oleh kedekatan personal dengan pejabat kunci.

Salah satu informan menjelaskan:

“Saya pernah ikut seleksi pada masa Pak Asmawa menjadi PJ, dan saya dekat dengan beliau,
bahkan sebelum beliau menjabat. Kami berdua berada dalam organisasi yang sama, dan saya
dipercaya sebagai bendahara. Namun, meskipun saya merasa saya bisa saja menduduki
jabatan tersebut, saya memilih untuk tidak melanjutkan. Saya lebih memilih untuk tetap di
posisi saya yang dulu.”

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana kedekatan personal dengan figur berotoritas
dapat menjadi sumber kepercayaan vertikal (vertical trust), meskipun tidak selalu diikuti oleh
ambisi untuk menaiki tangga struktural. Hubungan semacam ini menegaskan bahwa jaringan
vertikal berperan penting dalam menentukan siapa yang dianggap layak mendapat peluang,
tetapi pilihan individu terutama perempuan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan personal
dan tanggung jawab domestik.

Hal ini sejalan dengan pandangan informan lain yang menyebutkan:

“Tidak cukup hanya pintar atau punya pengalaman. Kadang yang penting siapa yang
mengenal kita, atau sejauh mana kita dipercaya oleh atasan.”
“Sistem kita masih berbasis kepercayaan pribadi. Kalau pimpinan tidak kenal baik, sulit dilirik
meski kompeten.”

Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa kepercayaan pribadi masih menjadi mata
uang sosial utama dalam birokrasi Kendari. Dalam praktiknya, perempuan ASN menghadapi
tantangan ganda: selain harus menunjukkan kinerja dan kompetensi, mereka juga harus mampu
menembus jaringan vertikal yang masih didominasi oleh laki-laki. Struktur sosial birokrasi
yang hierarkis dan maskulin ini membuat akses perempuan terhadap decision-making circle
relatif lebih terbatas.

Fenomena ini mengonfirmasi temuan James S. Coleman, (1988) bahwa social capital
berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan institusional. Dalam konteks Kendari,
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modal sosial vertikal masih terakumulasi di tangan aktor-aktor laki-laki yang lebih lama berada
dalam lingkaran kekuasaan. Sebagaimana diungkapkan Diehl, B & Dzubinski, M, (2016),
jaringan kepemimpinan yang maskulin menciptakan structural invisibility bagi perempuan
yakni, keberadaan mereka diakui secara administratif, namun pengaruhnya dalam proses
pengambilan keputusan tetap terbatas.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya contoh keberhasilan
perempuan yang mampu memanfaatkan linking capital secara positif. Seorang informan
menyebutkan:

“Belakangan ini justru ada dua dinas yaitu Dispora dan Dinas Pemberdayaan Perempuan
yang hasil seleksinya melantik perempuan sebagai kepala dinas. Ini menunjukkan bahwa
seleksi kami tidak memandang jenis kelamin.”

Keberhasilan dua kepala dinas perempuan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan
aktor berotoritas dapat dibangun bukan hanya melalui patronase, tetapi juga melalui kredibilitas
profesional dan kinerja yang diakui. Ketika hubungan vertikal didasarkan pada kepercayaan
meritokratik, bukan relasi personal, perempuan dapat menembus batas simbolik yang
sebelumnya membatasi ruang gerak mereka dalam birokrasi.

Meski begitu, keberhasilan tersebut masih bersifat sporadis dan belum sistemik.
Mengacu pada Wagner et al., (2022) kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan ASN Kendari
baru berada pada tahap network activation yakni mulai mengonversi modal sosial menjadi
modal simbolik dan karier, namun belum mampu mengubah norma institusional yang lebih
luas. Dalam kerangka ini, linking social capital tetap menjadi medan strategis dan krusial bagi
transformasi posisi perempuan dalam struktur birokrasi daerah.

5) Integrasi Dimensi Modal Sosial dan Reproduksi Ketimpangan Gender.

Tabel 1. Analisis Komparatif Tiga Dimensi Modal Sosial dan Implikasinya terhadap

Mobilitas Karier Perempuan

Temuan Empiris Intgrpreta_lsi _ Implil_<a_siterha_dap
(Lapangan) Teoretis &_Dlsku3| Mobilitas Karier
Perbandingan Perempuan
Sejalan dengan (Van
Vianen & Fischer,
Perempuan ASN | 2002) serta (Ganiyu
memiliki solidaritas | & Akintunde, 2018) | Meningkatkan daya
emosional yang kuat | bahwa jaringan | tahan sosial, tetapi
sebagai mekanisme | homogen  berbasis | belum  mendorong
adaptif terhadap | gender lebih | mobilitas  vertikal.
Bonding Capital | tekanan kerja dan | berfungsi Solidaritas perlu
(Solidaritas internal) | beban domestik. | menciptakan ditransformasikan
Namun jaringan ini | kenyamanan menjadi networking
bersifat ke dalam | emosional dibanding | strategis dan
(inward-looking) dan | mobilitas strategis. | kolaboratif lintas
belum strategis untuk | Dalam perspektif | level.
karier. (Bourdieu,  1986),
bonding  berfungsi
mempertahankan
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habitus sosial tanpa
menantang  struktur
kekuasaan.
Menguatkan temuan
Hubungan lintas | (Howe-Walsh &
dinas dan lintas | Turnbull, 2016) | Keterbatasan akses
gender masih | bahwa eksklusi | terhadap  informasi
terbatas karena | perempuan dari | dan pelatihan
Bridging  Capital | kendala waktu, | jejaring profesional | strategis membatasi
(Keterhubungan beban domestik, dan | menyebabkan peluang promosi.
lintas struktur) tidak terlibatnya | stagnasi karier. | Diperlukan program
perempuan  dalam | Lemahnya bridging | mentoring dan forum
jaringan informal | menunjukkan lintas-dinas yang
tempat informasi | rendahnya kepadatan | inklusif gender.
strategis beredar. jaringan  antarunit
(Claridge, 2018).
Mengonfirmasi
Promosi abatan (James S. Coleman,
. J 1988) bahwa modal
masih banyak . .
. sosial berfungsi
ditentukan oleh . . . . .
sebagai mekanisme | Dimensi paling
kedekatan personal .
. reproduksi menentukan namun
dengan pejabat . .
. A . | kekuasaan paling bias gender.
o : kunci. Birokrasi | . ... :
Linking Capital . .| institusional. Perlu reformasi
. Kendari masih : .
(Akses vertikal ke . Perempuan ASN | sistem promosi agar
berbasis trust .
kekuasaan) berada pada fase | kepercayaan vertikal
personal dan - . i
. . | network activation | berbasis pada merit
maskulin, meskKi P
. (Wagner et al, | dan Kinerja, bukan
mulai muncul .
.| 2022)mulai patronase.
kepercayaan berbasis
o memanfaatkan
kredibilitas -
: kredibilitas  untuk
profesional.
membangun
legitimasi vertikal.
Bonding Memperluas  teori
memperkuat  daya | (Bourdieu,  1986), | Keseimbangan
tahan sosial, bridging | (James S. Coleman, | ketiga dimensi
masih lemah, dan | 1988), dan (Claridge, | menjadi kunci.
linking menjadi | 2018) bahwa modal | Tanpa penguatan
Interaksi Antar- | faktor utama | sosial bersifat tidak | bridging dan linking,
Dimensi mobilitas  vertikal. | netral gender. | bonding yang kuat
Ketimpangan antar- | Struktur  birokrasi | hanya menghasilkan
dimensi ini | maskulin stabilitas emosional
memperkuat bias | menciptakan tanpa kemajuan
gender dalam akses | gendered access to | struktural.
kekuasaan. power.

Sumber: Data wawancara lapangan yang diolah penulis (2025).

Interaksi ketiga dimensi tersebut menunjukkan pola yang tidak seimbang: bonding
memperkuat ketahanan sosial, bridging masih lemah, dan linking menjadi kunci mobilitas
vertikal namun bias secara gender. Ketimpangan ini menegaskan bahwa modal sosial
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perempuan ASN berfungsi lebih sebagai alat adaptasi ketimbang sarana transformasi
kekuasaan. Dengan memperluas pemikiran (Bourdieu, 1986; Claridge, 2018; James S.
Coleman, 1988), penelitian ini menegaskan bahwa modal sosial bersifat tidak netral gender ia
turut mereproduksi gendered access to power dalam birokrasi.

Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya memperkuat bridging dan
linking capital melalui program mentoring lintas dinas, leadership incubator bagi calon
pemimpin perempuan, serta sistem promosi berbasis merit dan transparansi. Upaya tersebut
dapat mengubah solidaritas internal yang selama ini bersifat emosional menjadi kekuatan karier
yang strategis.

Secara konseptual, penelitian ini mengusulkan model “Gendered Social Capital
Cycle”. Konsep ini mengilustrasikan bonding yang kuat tanpa dukungan bridging dan linking
yang seimbang akan menghasilkan siklus stagnasi karier. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa pemberdayaan perempuan dalam birokrasi menuntut rekonstruksi jaringan sosial dan
budaya kelembagaan yang lebih sistematis, meritokratik, dan setara secara gender.
/—\ Weak Bridging and

Linking Social Capital
\

Bonding Social
Capital

a Strategic Stagnation

Limited Access to Resources and Opportunities

»

(®)

)

&
‘\&
R

Internal Solidarity
(Emotional Safety)

Gambar 1. Gendered Social Capital Cycle
Sumber: Pengembangan penulis dari hasil penelitian (2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika karier perempuan ASN di Pemerintah Kota
Kendari sangat dipengaruhi oleh struktur dan kualitas modal sosial yang mereka miliki. Ketiga
dimensi bonding, bridging, dan linking social capital berinteraksi membentuk pola relasional
yang menentukan akses terhadap jabatan strategis. Bonding capital yang kuat berfungsi sebagai
dukungan emosional, namun belum berkembang menjadi sumber daya strategis; sementara
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bridging dan linking capital yang lemah membatasi akses terhadap informasi, jaringan
kekuasaan, dan peluang promosi. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan Karier
perempuan ASN bukan semata akibat faktor kompetensi, tetapi juga hasil dari reproduksi
relasional dalam jaringan birokrasi yang masih bersifat maskulin.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori Bourdieu, Coleman, dan
Claridge dalam konteks birokrasi publik Indonesia, sekaligus memperluas pemahaman tentang
gendered social capital sebagai faktor penentu mobilitas karier. Namun, penelitian ini memiliki
keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya mencakup satu pemerintah daerah, serta
dominannya data kualitatif yang berpotensi belum menggambarkan variasi antarinstansi atau
perbedaan generasi ASN. Selain itu, pengukuran intensitas modal sosial belum dilakukan secara
kuantitatif sehingga analisis hubungan kausal belum sepenuhnya teruji secara statistik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pendekatan mixed-method dengan
memperluas lokasi studi ke beberapa daerah agar hasilnya lebih generalizable. Kajian
longitudinal juga diperlukan untuk melihat perubahan jaringan sosial dan pengaruhnya terhadap
karier perempuan dalam jangka panjang. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini
merekomendasikan penguatan bridging dan linking social capital melalui mentoring lintas-
dinas, pelatihan kepemimpinan berbasis merit, serta reformasi budaya organisasi yang lebih
transparan dan inklusif gender. Pada level yang lebih luas, temuan ini mengindikasikan bahwa
agenda refromasi birokrasi nasional perlu memberi perhatian tidak hanya pada aspek regulatif
dan meritokrasi formal, tetapi juga pada pembenahan pola relasi kekuasaan dan akses jaringan
yang selama ini memproduksi ketimpangan gender dalam kepemimpinan publik.
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